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Notaris adalah pegjabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris wajib bertindak jujur,
saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, apayang dinyatakan dalam akta otentik, termasuk akta hibah wasiat
harus mengandung tiga kebenaran yaitu kebenaran lahiriah, kebenaran formal, dan kebenaran material.
Khusus mengenai akta wasiat adalah berbeda dengan akta-aktayang lain, aktawasiat tidak dapat dirubah
atau dicabut apabilas pewasiat telah meninggal dunia. Kesalahan dan kelalaian Notaris dalam pembuatan
aktawasiat, dapat mengakibatkan akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat
dibatalkan melalui pemeriksaan pengadilan. Oleh karenanya, Notaris dapat dituntut karena perbuatan
melawan hukum. Dengan demikian penting untuk dibahas mengenai tanggungjawab hukum Notaris dalam
pembuatan Akta Wasiat apabila yang dilakukan tersebut ternyata melanggar hukum dan adaimplikasi
hukum, baik secara pidana maupun perdata atas Akta Wasiat yang dibuat. M etode penelitian yang
digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Alat pengumpulan data yang
dipergunakan adalah studi dokumen dan merupakan data sekunder. Penganalisaan data dengan metode
kualitatif dan hasil penelitian yang diperoleh bersifat deskriptif analitis. Tanggungjawab notaris, berkaitan
erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum.
Notaris mungkin sga melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan aktawasiat. Apabilaini
terbukti, aktawasiat kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam hal ini
apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, notaris dapat dituntut
secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan
hukuman pidana dan sanks secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan
tersebut.
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